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Abstract 
This article examines the phenomenon of multiculture and the idea of 
multiculturalism in the society, especially the Muslims. Its highlight directed to the role of 
the State in Islam to manage its existence.Islam considers the diversity of the community as 
an absolute phenomenon occurs because deliberately created by God (see on QS. al-
Hujurat: 13). Precisely diversity in all its aspects to capital to manifest goodness by means 
known each other. However, if diversity was allowed to walk alone without administered, 
or managed, but even in a way not true, then it will generate friction and even conflict that 
led to war ethnic groups, ethnicity, or religion. This is still rife today by looking at the case 
of a brawl between villages, between organizations or clubs, between students, and between 
followers of religion. Even among others in a similar culture or religion. This phenomenon 
is certainly not wise to be a reason to justify the Muslims to take the idea of 
multiculturalism as a solution to the notion that Islam is a religion that is very 
accommodating. Because Islam accommodation to all who come from outside of Islam is 
only valid on the aspects that are not touching thought, understanding, and systems used to 
manage life. Islam only welcome to all products of human culture categorized objects of 
science and technology as well as uslûb (technical, administrative) for the implementation 
of an activity of an Islam that is still within the general scope of the arguments that there is 
no specific proposition that downloading takhsîsh generality. 
Related with multiculturalism, Islam has a strict set of rules, which allow studying 
at higher education level, not to be taken and implemented, but rather as an academic study, 
only to be known and explored for comparison. When there is a person or group who 
distribute it, Islam shall authorize States to take steps educational and execution. However, 
it only allows for a perfectly realized if all aspects of Islamic teachings done perfectly well. 
The presence of the Islamic system is perfect it will be obvious when used as the basis of 
Islamic theology and Islamic law made constitution thoroughly and consistently. 
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Abstrak 
 
Artikel ini mengkaji fenomena multikultur dan gagasan multikulturalisme yang 
berkembang di tengah masyarakat khususnya kaum muslimin. Sorotannya diarahkan 
kepada peran Negara dalam Islam untuk mengelola keberadaannya.  
Islam memandang keragaman masyarakat sebagai suatu fenomena yang mutlak 
terjadi karena memang sengaja diciptakan oleh Allah (QS. al-Hujurât: 13). Justru 
keragaman dalam seluruh aspeknya menjadi modal untuk terwujudkan kebaikan melalui 
sarana saling kenal. Namun, jika keragaman itu dibiarkan berjalan sendiri tanpa dikelola, 
atau dikelola tetapi dengan cara tidak benar, maka akan menghasilkan gesekan bahkan 
konflik yang berujung pada perang antarkelompok etnis, suku, atau agama. Inilah yang 
masih marak terjadi dewasa ini dengan melihat kasus tawuran antarkampung atau desa, 
antarklub, antarpelajar, dan antarpemeluk agama. Bahkan antara sesama dalam suatu kultur 
atau agama yang sama. Fenomena ini tentu tidak bijak jika dijadikan alasan membenarkan 
umat Islam untuk mengambil gagasan multikulturalisme sebagai solusi dengan anggapan 
bahwa Islam adalah agama yang sangat akomodatif. Karena akomodasi Islam terhadap 
semua yang datang dari luar Islam hanya berlaku pada aspek yang tidak menyentuh 
pemikiran, paham, dan sistem yang digunakan untuk mengatur kehidupan. Islam hanya 
welcometerhadap seluruh produk budaya manusia yang terkategori benda-benda hasil sains 
dan teknologi serta uslûb (teknis, administratif) untuk pelaksanaan suatu kegiatan dari 
sebuah ajaran Islam yang masih dalam cakupan dalil-dalil umum yang tidak terdapat dalil 
khusus yang men-takhsîsh keumumannya. 
Terkait multikulturalisme, Islam memiliki seperangkat aturan yang tegas, yakni 
membolehkan mengkajinya pada level pendidikan tinggi, bukan untuk diambil dan 
diterapkan, melainkan sebagai kajian akademik, hanya untuk diketahui dan didalami 
sebagai bahan perbandingan. Ketika terdapat seorang atau kelompok yang 
menyebarluaskannya, Islam memberikan kewenangan kepada Negara untuk melakukan 
langkah-langkah edukasi dan eksekusi. Namun, hal itu hanya memungkinkan untuk 
terwujud dengan sempurna jika seluruh aspek ajaran Islam terlaksana dengan sempurna 
pula. Kehadiran sistem Islam yang sempurna itu akan terlihat jelas ketika akidah Islam 
dijadikan dasar dan syariat Islam dijadikan konstitusi Negara secara menyeluruh dan 
konsisten. 
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Pendahuluan 
Tulisan ini tidak bermaksud ingin mengkaji manajemen dalam aspek pelaksanaan 
fungsi-fungsinya, tetapi manajemen dalam aspek filosofis sebagai seni, pengetahuan, 
keahlian dan perangkat aturan tersistemasi dalam menjalankan kepemimpinan mengelola 
semua potensi atau sumber daya 1 , termasuk potensi keberagamannya. Dalam hal ini 
bagaimana Islam sebagai suatu sistem kehidupan memenej keragaman yang eksis di tengah 
masyarakat. Hal ini ditujukan untuk menjadi bahan diskusi banding di tengah arus 
pemikiran multikulturalisme yang masih terus hangat di kalangan intelektual muslim. 
Tidak dapat dipungkiri, bahwa dunia saat ini tengah dilanda keresahan dalam 
hampir semua aspek kehidupan. Tensi kehidupan semakin tinggi akibat persaingan 
ekonomi dan pengaruh politik di tengah masyarakat semakin tajam. Kondisi itu diperparah 
dengan terjadinya kesenjangan jarak yang semakin lebar menganga antara elit dengan 
rakyat atau orang biasa. Muncullah dishanomi yang berkembang menjadi distrust lalu 
gesekan emosional yang bersifat vertikal antara rakyat dengan para elit. Gesekan itu 
berujung terjadinya aksi tuntutan rakyat untuk menggeser posisi elit dengan calon-calon elit 
yang diusung dari kalangan mereka. Reaksi para elit adalah munculnya kecurigaan dan 
sikap memusuhi masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat yang melakukan 
aksi koreksi.  
Gesekan horizontal pun banyak terjadi antara kelompok dan individu dalam 
masyarakat. Persaingan tidak sehat dalam berbisnis dan sentimen kelompok sering menjadi 
penyebab munculnya konflik yang berujung pada kekerasan dan kriminal. Aksi kekerasan 
terjadi antarsuku dan etnis, antarkampung atau desa, antarklub atau geng, antarorganisasi 
dan partai, antara kelompok minoritas dengan mayoritas, bahkan antara sesama yang 
berbeda paham dalam satu agama.  
Di tengah masyarakat yang mayoritas muslim, ketika disharmonisasi terjadi 
sementara mereka adalah kalangan muslim, kemudian dengan berdalil Islam sebagai 
rahmat, maka diterimalah gagasan multikulturalisme yang dianggap dapat mendatangkan 
                                                             
1BedjoSiswanto, Manajemen Modern, KonsepdanAplikasi(Cet. 1; Bandung: Sinar Baru,1990), h. 4. 
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keharmonisan dan rahmat tanpa mempertimbangkan segi kesesuaiannya dengan alam 
pemikiran dan akidah Islam. 
Disadari atau tidak, banyak intelektual muslim yang telah masukbahkan berputar-
putar dalam ruang wacana ini. Banyak yang telah menikmati petualangan intelektual di 
dalamnya sehingga tidak jarang di antara mereka ada yang sulit untuk keluar. Mereka 
kemudian merasakanbahwa dalam Islam terjadi kesempitan jika tidak dilengkapi dengan 
gagasan atau hasil pemikiran di luar Islam. Sebaliknya juga ada yang merasa bahwa Islam 
sangat luas sehingga dapat dimasuki oleh semua paham atau gagasan dari luar Islam. 
Keduanya berbeda persepsi, tetapi sepakat menerima gagasan-gagasan dari luar Islam yang 
mengedepankan keberagaman baik budaya, tradisi, etnik atau kearifan lokal dan agama.  
Dari sini, maka berkembang pesatlah kajian-kajian yang mengarusutamakan pentingnya 
multikulturalisme dan pluralism dan sebagainya. Dimana lagi pemikiran ini akan 
menemukan lahan suburnya kalau bukan di lembaga pendidikan tinggi Islam?Di lembaga 
ini kajian-kajian Islam, kajian tafsir, hadis, kalam, fikih, sejarah dan bahasa terus 
digalakkan dan dikembangkan. 
Tentu tidak berarti harus menyalahkan lembaga ini karena kajian mendalam dan 
meluas tentang pemikiran Islam dalam berbagai aspeknya diperlukan. Namun, yang 
disayangkan adalah kelatahan para intelektualnya menerima begitu saja tanpa menyaring 
pemikiran dan metode berpikir yang diperoleh dari khasanah di luar Islam, terutama barat. 
Hal itu terjadi di antaranya disebabkan karena umat Islam telah lama menderita kelambanan 
berpikir. Para intelektual masih ada yang tidak memiliki kecepatan dan kecekatan berpikir 
(sur’at al-badîhah)2, sehingga barat dengan gampang merasuk ke dalam alam pemikiran 
umat Islam lalu mengaburkan pemikiran umat Islam.  
                                                             
2 Istilahsur’at al-badîhah (kecepatan dan kecekatan berpikir) tidak berarti berpikir cepat dan 
serampangan. Kecepatan dan kecekatan berpikir tidak juga mengabaikan kedalaman berpikir. Kecepatan dan 
kecekatan berpikir tidak semata dari diemnsi waktu, tetapi kecepatan dan ketepatan dalam melakukan 
penilaian terhadap fenomena yang dihadapi. Ia lahir dari kecepatan dalam menyadari (idrak) fakta sehingga 
dapat melakukan justifikasi dan keputusan dengan tepat sehingga menghasilkan pemikiran yang cemerlang. 
Selengkapnya lihat Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani, Sur’at al-Badîhah, diterjemahkan oleh Syamsuddin 
Ramadhan, Sur’atulBadihah, Panduan Berpikir Cepat dan Produktif (Cet. 3; Bogor: Al-Azhar Press, 2013), 
h. 8. 
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Dalam alam pemikiran barat sampai dewasa ini masih menganggap filsafat sebagai 
ilmu pengetahuan bahkan memperlakukannya sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan 
dengan alasan bahwa berfilsafat adalah sama dengan berpikir. 
Meski tampaknya benar bahwa orang yang berpikir berarti berfilsafat –sehingga semua 
cabang ilmu yang memerlukan piker dikategorikan sebagai anak filsafat, tetapi jika 
ditelusuri, ternyata menyamakan berpikir dengan berfilsafat tidak semuanya benar. Karena 
berpikir secara sederhana dapat dipahami sebagai aktivitas akal untuk menghubungkan 
antara fakta atau objek dengan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya. Jadi berpikir 
hanya mungkin diterapkan terhadap fakta terindera, tidak dapat dilakukan terhadap fakta 
yang tidak terindera.3 Pengetahuan tentang fakta atau objek diperoleh melalui indera.Begitu 
juga dengan pengetahuan sebelumnya tentu diperoleh melalui indera. Hasil penghubungan 
itulah yang disebut pemikiran atau hasil pemikiran.  
Sementara filsafat tidak selamanya memerlukan objek yang dapat diindera termasuk tidak 
selamanya memerlukan pengetahuan sebelumnya. Ketika filsafat menjangkau metafisika, 
maka hasil yang diperoleh tentu bukan pemikiran tentang fakta, melainkan dugaan-dugaan 
yang bersifat spekulatif.  
Jika cara ini diterapkan dalam memahami aspek-aspek Islam terutama aspek akidah, 
maka akan tidak menutup kemungkinkan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan serba 
relatif yang berujung pada keyakinan-keyakinan yang bersifat relatif pula. Dengan begitu 
terdapat celah masuknya keragu-raguan terhadap hasil kajian Islam yang telah diperoleh 
dengan benar oleh para ulama. Di sinilah peluang besar untuk masuknya pemikiran perlu 
“melengkapi” Islam dengan gagasan-gagasan baru yang lebih sesuai dengan kondisi 
masyarakat yang terus berkembang.  
Peluang inilah yang digunakan untuk memasukkan gagasan-gagasan dan isme-isme 
ke dalam Islam termasuk gagasan multikultuarisme. Cara mana juga telah digunakan oleh 
barat ratusan tahun lalu untuk melemahkan umat Islam lalu menikamnya dari dalam.4 
                                                             
3Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani, al-Tafkîr, diterjemahkan Taqiyuddin As-Siba’i, Hakekat Bepikir 
(Cet.5; Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2010), h. 67. 
4Sejak abad ke-16, barat telah menggunakan jalan pemikiran untuk menyerangakidahdan hukum-
hukum Islam. Mereka menjadikan Beirut, Kairo dan negeri Syam untuk menjalankan gerakan mengeluarkan 
umat Islam dari atmosfer Islam dengan gerakan yang berkedok ilmu pengetahuan dan budaya. Selengkpnya 
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Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa gagasan-gagasan multikulturalisme dan 
semisalnya adalah sesuatu yang faktual dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan Islam 
dulu, kini dan kelak. Karena itu menutup mata terhadap hal tersebut bukanlah sikap yang 
bijak. Sebagaimana mengadopsinya secara menyeluruh juga termasuk sikap yang tidak 
tepat. Perlu dikaji sesungguhnya bagaimana Islam sebagai sistem kehidupan mengelola 
kehidupan yang multikultur serta menangani gagasan multikulturalisme yang ada di tengah 
masyarakat. 
 
Islam Mewadahi Keragaman  
Multikulturalisme berasal dari kata multikultur yang terangkai dari kata multi yang 
berarti banyak dan kultur (culture, cultural) berarti budaya atau kebudayaan5, sehingga 
multikultur dipahami sebagai banyak budaya atau keragaman budaya. Kondisi masyarakat 
yang beragam budaya (multikultur) disebabkan karena latar belakang yang juga beragam, 
seperti suku, rumpun, etnis, dan bangsa. Keadaan ini bersifat alamiah sehingga menjadi 
suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari dan tidak mungkin diubah menjadi monokultur. 
Sebagai suatu kondisi alamiah, multikultur berbeda dengan 
multikulturalisme.Multikulturalisme bukan bersifat alamiah karena ia bukan sebuah 
keadaan yang melekat pada diri manusia atau masyarakat. Ia adalah istilah yang digunakan 
untuk menjelaskan sebuah pandangan tentang dunia dan ragam kehidupan di dunia. 
Multikulturalisme dapat juga berarti sebuah kebijakan kebudayaan yang menekankan 
tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultur) 
yang ada dalam kehidupan masyarakat,termasuk menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, 
kebiasaan, dan politik yang mereka anut.6 
                                                                                                                                                                                         
lihat Abdul Qadim Zallum, Kayfa Hudimat al-Khilâfah, Penyuntimg Arif B. Iskandar, Malapetaka Runtuhnya 
Khilafah (Cet. 2; Bogor: Al-Azhar Press, 2011), h. 38-40. 
5John M. Echoldan Hassan Shadili, KamusInggris-Indonesia, h. 159. 
6Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam 
kesadaran politik (Azyumardi Azra, Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia, 
2007). Bahkan multikulturalisme dianggapsebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan 
dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan (Suparlan, 2002, merangkum Fay 
2006, Jari dan Jary 1991, Watson 2000). Wikipedia, ensiklopedia bebas “multikulturalisme”. 
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Gagasan multikulturalisme adalah gagasan untuk mengakui dan menghargai semua 
bentuk keberagaman kultur yang ada dalam masyarakat agar tidak terjadi gesekan atau 
konflik.Karena pengingkaran terhadap suatu ragam kultur masyarakat merupakan akar dari 
segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan.  
Jadi, perbedaan antara multikultur yang alamiah dan niscaya dengan multikulturalisme 
yang merupakan gagasan atau ajaran tentang multikultur yang dapat diterapkan dalam 
menangani masyarakat yang multikultur. Sehingga sikap dan justifikasi terhadap keduanya 
juga mesti berbeda. 
Islam adalah agama sempurna yang terdiri dari keyakinan dan sistem kehidupan 
atau peraturan-peraturan kehidupan. 7  Sebagai keyakinan, Islam memiliki sistem aqidah 
yang diperoleh secara rasional sehingga memuaskan akal, dan sesuai dengan fitrah manusia 
yang membutuhkan sandaran teologis-ritual-spiritual yang menentramkan jiwa. Sebagai 
sistem kehidupan, Islam telah mengatur semua aspek kehidupan manusia baik yang 
berhubungan dengan penciptanya, berhubungan dirinya sendiri, maupun yang berhubungan 
dengan sesame manusia di dunia sekaligus solusi-solusi terhadap berbagai persoalan baru 
yang muncul baik dalam ranah sistem terapan maupun pemikiran.  
Kesemuanya itu telah diatur secara jelas dalam sumber utamanya8, termasuk aturan 
yang secara umum dan global yang uraian detilnya diserahkan kepada mujtahid.9 Tugas 
para mujtahid adalah mengeluarkan hukum dari nash-nash syara’ terhadap perkara baru 
yang muncul sebagai cabang dari perkara pokok yang disebutkan oleh nas. 
Konsekuensi dari keyakinan bahwa Islam sebagai solusi terhadap kehidupan, adalah bahwa 
persoalan apapun yang muncul dimanapun dan kapanpun ada solusinya dalam Islam, 
termasuk kehidupan masyarakat yang multikultural dewasa ini. 
                                                             
7Syaikh Mahmoud Syaltout, al-Islâm Aqîdah wa Syarî’ah, diterjemahkan Bustami A. Gani & B. 
Hamdany Ali, Islam sebagai Aqidah dan Syariah, Jilid 2 (Cet.3; Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h.1.  
8Dalam QS. al-Nahl/16: 89 disebutkan bahwa Alquran telah menjelaskan segala sesuatu (tibyân li 
kullisyay’). Penjelasan tentang segala sesuatu dalam Alquran terkadangberbentukrincisampaipadabagian-
bagiannya, namun terkadang juga tidak. Pada aspek muamalah pada umumnya Alquran menyebutkan hukum-
hukumnya bersifat umum sehingga menjadi tugas ulama mujtahid untuk menjelaskannya sesuai yang dikehen 
dari olehAlquran. 
9Hafiz Aburrahman, Diskursus Islam Politikdan Spiritual (Cet. 3; Bogor: Al-Azhar Press, 2010), h. 
17.  
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Islam sebagai sistem kehidupan yang paripurna tentu memiliki konsep menghadapi fakta 
masyarakat yang multikultur. Dalam Alquran Allah swt menegaskan: 
 َﺮَْﻛأ ﱠِنإ اُﻮﻓَرﺎََﻌِﺘﻟ َﻞِﺋَﺎَﺒﻗَو ًﺎﺑﻮُﻌُﺷ ْﻢُﻛَﺎﻨْﻠَﻌَﺟَو َﻰﺜُﻧأَو ٍﺮَﻛَذ ﻦ ﱢﻣ ﻢُﻛَﺎﻨَْﻘﻠَﺧ ﺎﱠِﻧإ ُسﺎﱠﻨﻟا َﺎﮭﱡَﯾأ َﺎﯾ ْﻢُﻜَﻣ
 ٌﺮِﯿﺒَﺧ ٌﻢﯿِﻠَﻋ َ ﱠﷲ ﱠِنإ ْﻢُﻛَﺎﻘَْﺗأ ِ ﱠﷲ َﺪﻨِﻋ 
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 
kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 
disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. al-Hujurât /49: 13). 
Menurut Ibnu Katsir, kata al-syu’ûb (berbangsa-bangsa) digunakan untuk menyebut 
keberagaman manusia yang membetuk sebuah kelompok bagi bangsa non Arab, sementara 
kata al-qabâil (kabilah) bisaa digunakan di kalangan bangsa Arab. Sebagaimana di 
kalangan bani Israil dikenal istilah al-asbâth (anak keturunan Ya’qub). Masih menurutnya, 
penciptaan manusia dengan berbagai suku bangsa dengan budayanya yang merupakan 
sunnatullah dimaksudkan agar terjadi lita‘ârafû, yakni saling mengenal agar tercapai 
kebaikan bersama.10 
Ayat ini adalah dalil tegas yang menunjukkan Islam mengakomodasi keragaman 
masyarakat, bahkan keragaman itu justru menjadi modal agar tercipta komunikasi, koneksi, 
dan kerja sama untuk mewujudkan kebaikan bersama. Pengingkaran sebuah ragam 
terhadap ragam lain merupakan pengingkaran terhadap realitas yang menjadi cikal bakal 
terjadinya kekakcauan dalam masyarakat. 
Namun, pengakuan dan akomodasi terhadap keragaman masyarakat dan budaya mereka 
berbeda dengan pengakuan terhadap paham keberagaman itu sendiri. Bahkan tidak ada 
kaitan sama sekali pengakuan Islam terhadap keragaman budaya (multikultur) dengan 
paham keberagaman budaya (multikulturalisme). Islam mengakomodasi dan mengatur 
keragaman budaya masyarakat, tetapi tidak menjadikan kondisi masyarakat yang 
multikultur itu dijadikan sebagai sebuah faham apalagi dasar berpikir untuk dijadikan 
sebagai solusi mengelola keragaman masyarakat.  
                                                             
10IbnuKatsir, Tafsirayat 13 surah al-Hujurat, Maktabah Syamilah. 
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Karena ketika keragaman (multikultur) tidak lagi dipandang sebagai fenomena yang 
justru harus dikelola, tetapi menjadi semacam paham keberagaman, maka ia sebenarnya 
telah menjadi sebuah ajaran bahkan ideologi yang mengagungkan perbedaan kultur atau 
sebuah keyakinan yang mengakui pluralisme kultur sebagai corak kehidupan 
masyarakat.11Maka bergeserlah multikultural dari posisinya dari sebagai fenomena yang 
ada menjadi sebagai paham yang dijadikan patokan untuk menilai dan mengatur 
masyarakat (multikulturalisme).  
Dengan mencermati perkembangan gagasan multikulturalisme, diketahui bahwa 
iaadalah gagasan yang menekankan relasi antarkebudayaan.Dalam pengertian bahwa 
keberadaan suatu kebudayaan harus mempertimbangkan keberadaan kebudayaan lainnya, 
sehingga lahir gagasan kesetaraan, toleransi, saling menghargai, dan sebagainya. 
Membangun masyarakat multikulturalisme berarti membangun suatu ideologi yang 
menempatkan kesetaraan dalam perbedaan pada posisi sentral.12Wujudnya adalah tidak 
adanya standar tunggal yang dapat menghukumi sesuatu –termasuk agama, selain 
kesetaraan itu sendiri. Pada sisi inilah seharusnya umat Islam dengan tegas menolak paham 
multikulturalisme. 
Umat Islam meyakini bahwa sebagai dîn yang diwahyukan oleh Allah Yang Maha 
Benar, Islam harus dijadikan sebagai satu-satunya sudut pandang dan standar (maqâyis) 
untuk menilai segala hal, termasuk masyarakat yang multikultur, bahkan gagasan 
multikulturalisme itu sendiri. Dengan kata lain, prinsip-prinsip Islam harus menjadi tolok 
ukur untuk menilai dan menghukumi fenomena tersebut. Bukan sebaliknya! 
Menjadikan Islam sebagai standar untuk menilai semua gagasan dan sistem hidup tidak 
berarti Islam akan membungkam keberagaman dan membuat masyarakat stagnan dengan 
kebudayaan lamanya. Tidak juga berarti Islam akan menyatukan masyarakat dalam satu 
budaya tunggal. Karena itu, persoalan penting yang mesti dicermati adalah bahwa gagasan 
                                                             
11Sulthan Syahril, “Integrasi Islam dan Multikulturalisme: Perspektif Normatif dan Historis, Jurnal 
Analisis, (Volume XIII, Nomor 2, Desember 2013), h. 296. 
12Achmad Fedyani Syaifuddin, “Membumikan Multikulturalisme di Indonesia”, Jurnal Antropologi 
Sosial Budaya ETNOVISI (Vol. II, No. 1, April 2006), h. 5. 
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multikulturalisme masuk kategori tsaqâfah yang merupakan sekumpulan pengetahuan yang 
mempengaruhi akal dan sikap terhadap fakta sehingga ia merupakan bagian tak terpisahkan 
dari sebuah peradaban. Sementara peradaban mencakup pemikiran dan pemahaman yang 
bersumber dari keyakinan tertentu yang mengantarkan pada terbentuknya sistem dan 
peradaban yang unik dari sebuah masyarakat.  
Sebagai bagian dari peradaban, maka bagi umat Islam tidak layak mengadopsinya, 
apalagi dijadikan sebagai paham untuk diterapkan dalam mengatur kehidupan. Hal ini tentu 
sangat berbeda dengan kebudayaan (madaniyah) yang merupakan hasil cipta atau karsa dari 
ilmu (sains) dan teknologi yang selalu berkembang di tengah masyarakat. Meskipun 
kebudayaan perkembangannya selalu berhubungan dengan suatu peradaban, namun tidak 
selamanya ia mengandung unsur peradaban. Maka kebudayaan yang lahir dari masyarakat 
dapat dilihat dari dua bentuk: 
1. Kebudayaan (madaniyah) yang berhubungan dengan peradaban sekaligus menjadi 
elemen peradaban. Madaniyah seperti ini mengambil bentuk sebagai keseluruhan 
bentuk fisik produk budaya yang lahir dari suatu sudut pandang atau persepsi tentang 
kehidupan. Berdasarkan sudut pandangnya, maka umat Islam akan menciptakan 
budaya berpakaian yang indah tetapi tidak mengumbar auratnya. Sementara orang-
orang liberal akan berpakaian sesuai dengan ukuran keindahan dan kemanfaatannya 
semata tanpa memperhatikan batasan-batasan aurat. 
2. Kebudayaan (madaniyah) yang merupkan hasil dariilmu, industry alat-alat dan 
teknologi yang bersifat universal dan tidak memperlihatkan aspek 
apapundariperadabantertentu. Terhadapmadaniyahataukebudayaandalamkategoriini, 
tidakterdapatlarangansamasekaliuntukdiambildandigunakandalamkehidupan.13 
Terkait yang terakhir, Islam sangat memberikan peluang besar bagi tumbuh dan 
berkembangnya kebudayaan yang beraneka ragam di tengah masyarakat. Islam memberi 
kesempatan kepada semua manusia untuk berkarya, berkreasi dan berinovasi serta 
menikmatinya secara wajar dan penuh perikemanusiaan. Islam juga menjamin kearifan 
lokal berkembang secara wajar. Islam hanya melarang semua itu ketika telah melanggar 
                                                             
13Muhamad Husein Abdullah, Dirâsat fî al-Fikr al-Islâm, diterjemahkan oleh Zamroni, Studi Dasar-
Dasar Pemikiran Islam (Cet. 5; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), h. 184. 
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batas-batas aturan Islam yang ditetapkan berdasarkan dalil qath‘i (kuat). Kewenangan akhir 
untuk menilai dan mengaturnya dilaksanakan oleh Negara. Sehingga posisi Negara dalam 
Islam (khilafah) merupakan lembaga tertinggi yang mengelola serta menjaga terlaksana dan 
hidupnya kebudayaan.14 Karena itu, Islam menitikberatkan pengelolaan keragaman kepada 
Negara, juga menjadikan Negara sebagai pemutus akhir sikap Islam terhadap 
multikulturalisme. 
 
Peran Negara Dalam Mengelola Multikultur 
Islam adalah sebuah metode kehidupan yang unik. Kehidupan Islam dibangun atas 
dasar akidah Islam. Di atasnya dibangun berbagai sistem kehidupan yang menjamin 
terpenuhinya seluruh kebutuhan jasmani dan naluri secara wajar dan selamat.  
Dalam kaitannya dengan masyarakat yang multikultur, Islam menjamin keberadaan dan 
keselamatan semuanya tanpa kecuali. Karena itu, untuk menjalankan sistem Islam itu, Negara 
berfungsi sebagai penerap (tanfidz), penjaga (tahfizh) dan pengemban (tahmil) Islam.  
Dalam menjalankan sistem Islam, Negara perlu membuat konstitusi untuk beberapa 
syariat Islam yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan masyarakat. Ketika Negara 
mengatur keberagaman masyarakat dengan Islam, lalu tercipta harmonisasi dan kedamaian 
tidak berarti hanya akan menghasilkan kepuraan-kepuraan sebagaimana klaim sebagian 
orang.15 Karena Negara juga mengatur aspek lain terutama pendidikan masyarakat yang 
akan loyalitas kepada Negara dengan penuh kesadaran. 
Kepala Negara (khalifah) akan mengadopsi konstitusi dengan membedakannya menjadi 
konstitusi syarî‘ah dan konstitusi ijrâ’iyah. 
1. Konstitusi syariah (Qanûn Tasyrî‘) 
Peraturan perundang undangan yang termasuk kategori ini adalah semua aturan 
yang terkategori sistem dan hukum untuk mengatur kehidupan manusia yang telah diatur 
oleh syariat, baik dalam ranah individu, masyarakat maupun negara.  
                                                             
14(FuadMohd. Fachruddin, PerkembanganKebudayaan Islam (Cet. 1; Jakarta: BulanBintang, 1985), 
h. 12. 
15 Husni Mubarak, “Memahami Kembali Arti Keberagaman: Dimensi Eksistensial, Sosial dan 
Institusional”, Jurnal Harmoni, Jurnal Multikultural dan Multireligius(Vol. 9 No. 35, Juli-September 2010), 
h. 43. 
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Pada dasarnya syariah Islam merupakan kewajiban setiap umat Islam untuk 
menjalankannya secara wajar ada Negara atau tidak. Namun faktanya, syariat Islam ada 
yang dapat dilaksanakan oleh individu tanpa memerlukan adanya institusi Negara, tetapi 
ada juga yang memerlukan Negara untuk melaksanakannya, bahkan tidak akan terlaksana 
tanpa adanya Negara. Karena itu, syariat Islam yang dapat terlaksana secara individu, 
Negara membiarkannya dilaksanakan tanpa campur tangan Negara, seperti syariah yang 
terkategori ke dalam akidah, ibadah, math’ûmât(makanan), malbûsât(pakaian) dan sebagian 
muamalah. Adapun syariat yang terkait dengan sistem kehidupan umum seperti sistem 
ekonomi, sistem politik, sistem sosial, kesehatan, pendidikan, hukum, dan sebagainya, 
maka memerlukan Negara sebagai pelaksana dan penjaganya. Dalam konteks inilah Negara 
membutuhkan pengadopsian hukum-hukum syariah untuk dijadikan sebagai konstitusi 
yang mengikat warga Negara.16 
Jika konstiusi itu terkait dengan perkara yang khas untuk umat Islam, maka ia hanya 
berlaku untuk umat Islam, tidak bagi umat agama lain. Seperti ketika kepala Negara 
(khalifah) mengadopsi salah satu hasil ijtihad mengenai penentuan awal dan akhir puasa 
Ramadhan, maka semua umat Islam harus ikut, termasuk mereka yang berbeda 
pendapatnya dengan apa yang telah diddopsi oleh kepala Negara. Di sini berlaku kaidah 
amr al-imâm yarfa’ al-khilâf (perintah imam/khalifah menghilangkan perbedaan).Selain itu, 
karena adopsi terhadap sebuah hasil ijtihad oleh kepala Negara telah menjadi konstitusi 
yang mengikat serta menutut ketaatan dari umat. 
Namun, jika konstitusi itu terkait dengan sistem kehidupan umum, maka ia berlaku 
mengikat bagi semua warga Negara tanpa kecuali. Karena itu, ketika Negara menjadikan 
ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi Negara, maka tidak boleh ada warga Negara yang 
menggunakan sistem ekonomi selain Islam dalam melakukan aktivitas ekonomi. Misalnya, 
Islam melarang harta kepemilikan umum diserahkan kepada individu atau swasta, maka 
tidak boleh ada individu atau perusahaan swasta yang melanggarnya dengan alasan dia 
menganut sistem ekonomi kapitalisme. Begitu juga ketika Negara melarang aktivitas riba 
dengan segala bentuknya, maka tidak boleh ada warga Negara yang mendirikan bank yang 
                                                             
16Hafiz Abdurrahman, Mafahim Islamiyah (Cet. 1; Bogor: Al-AzharFreshzone Publishing, 2014), h. 
198-199. 
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menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan mekanisme bunga dengan alasan 
agamanya membolehkan. Sama halnya ketika Negara melarang pornografi dalam sistem 
sosial, maka tidak boleh ada media massa yang menayangkan gambar atau tontonan yang 
mengumbar aurat dan nafsu dengan alasan hak asasi atau kebebasan pers. Semua itu tidak 
boleh terjadi karena dianggap melanggar konstitusi yang telah diadopsi oleh kepala Negara. 
Ketentuan ini merupakan ketegasan Islam yang harus dijalankan oleh Negara agar 
menjadikan Islam izhhâr atas semua kalangan, sebagaimana firman Allah: 
 َُﻮھ َنﻮُﻛِﺮْﺸُﻤْﻟا َهِﺮَﻛ ْﻮَﻟَو ِﮫﱢﻠُﻛ ِﻦﯾﱢﺪﻟا َﻰﻠَﻋ ُهَﺮِﮭُْﻈِﯿﻟ ﱢﻖَﺤْﻟا ِﻦﯾِدَو ىَُﺪﮭْﻟِﺎﺑ َُﮫﻟﻮُﺳَر َﻞَﺳَْرأ يِﺬﱠﻟا  
Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar 
agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik 
membenci (QS. al-Shaf/61: 9). 
  
Ketika ketentuan ini dilaksanakan oleh Negara secara konsisten, maka Negara akan 
mengantarkan semua rakyatnya menikmati semua hak-haknya secara wajar. Pada saat 
itulah Islam tampil menjadi rahmat, bahkan bagi alam (QS. al-Anbiyâ’/21: 107). Semua 
warga Negara dari berbagai latar belakang yang berbeda akan merasakan kedamaian, 
ketenangan dan ketentraman hidup yang wajar, tanpa mematikan keragaman mereka.  
Adapun terkait dengan ide-ide, gagasan, faham atau keyakinan-keyakinan yang ada di 
tengah masyarakat, sepanjang ia bukan penyimpangan dari suatu agama, Islam tegas 
dengan prinsip lakum dînukum wa liya dîn (QS. al-Kâfirûn/109: 6) dan lâikrâha fî al-dîn 
(QS. al-Baqarah/2: 256) , yaknikebebasan beragama sesuai keyakinan. Ayat ini merupakan 
dalil haram terjadinya paksaan dalam memeluk suatu agama.  
Namun, jika mengenai paham-paham yang bertentangan dan merusak akidah Islam 
tidak boleh disebarkan di tengah masyarakat. Ia hanya boleh dikaji di perguruan tinggi 
dengan maksud untuk mengetahui penyimpangannya, bukan untuk disebarkan atau 
dilakasanakan. Karena itu, gagasan multikulturalisme, pluralisme, liberalisme, kapitalisme, 
sosialisme dan sebagainya, hanya menjadi konsumsi dan kajian perbandingan bagi para 
intelektual muslim. Ia sama sekali tidak untuk dijadikan paham atau pandangan hidup 
untuk mengatur masyarakat. Negara melalui maslahah atau dîwân yang menangani urusan 
pendidikan akan mengontrol pelaksanaannya. Ketika terjadi pelanggaran, maka Negara 
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sebagai penjaga akidah akan memberikan edukasi, selanjutnya sanksi tegas bagi 
pelakunya.17 
Inilah sikap tegas Islam dalam memandang multikultur yang ada di tengah 
masyarakat dan gagasan multikulturalisme yang muncul. Jika ada pihak yang merasa 
diperlakukan tidak adil, boleh melakukan kritik terhadap kebijakan yang diambil oleh 
Negara. Hal ini diwadahi dengan melakukan diskusi dengan khalifah atau pihak yang 
ditunjuk olehnya. Jika dalil syar’i yang digunakan oleh pihak yang keberatan tersebut lebih 
kuat, maka khalifah dapat menganulir kebijakannya.  
 
2. Konstitusi ijrâiyah (Qanûn Ijrâ’i) 
Konstitusi atau qanûn ijrâ’i, yaitu perundang-undangan yang hanya mengatur 
masalah teknis administrasi yang tidak menyentuh soal halal dan haram menurut batasan 
syariat. Kalaupun ada, itu hanya pembatasan apa yang mubah asalnya, sebagai solusi 
berbagai problematika teknis dalam kehidupan.  
Dalam wilayah inilah Islam adapted terhadap perkembangan sains dan teknologi serta 
kultur masyarakat local maupun global. Dengan catatan bahwa kultur tersebut murni 
sebagai perkara teknis dalam mempermudah kehidupan manusia. Sains dan teknologi 
merupakan perkara madaniyah yang alamiyah sehingga boleh digunakan dan 
dikembangkan oleh manusia karena ia bersifat netral. Sains dan teknologi murni tidak 
memerlukan dalil dari kitab suci manapun untuk membenarkannya karena ia hanya 
sunnatullah. 
Adapun kultur masyarakat, sepanjang tidak terkait dengan sistem hidup yang diatur 
oleh syariah, maka tidak terlarang bagi umat Islam untuk mengambil bahkan 
                                                             
17Dalam Islam khalifah di antaranya bertugas menjaga dan melindungi umat dari penyimpangan 
pemahaman dan akidah. Khalifah wajib menjaga keutuhan dan kesucian agama sehingga tidak dikotori oleh 
paham-paham bida’ah dan syubhat. Ketika muncul paham atau gagasan apapun yang menurutnya menyalahi 
agama, segeramenindaknyasesuaikewenangannyadanhukum Islam.Lihat Imam al-Mawardi, Al-Ahkâm al-
Sulthâniyah, diterjemahkan Fadli Bahri, Al-Ahkam al-Sulthaniyah, Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara 
dalam Syariat Islam (Cet.4; Bekasi: Darul Falah, 2012), h. 23. Hukuman bagi pelaku penyebaran pemikiran 
yang menyimpang dari akidah dan hukum Islam dikenai sanksi ta’zirminimal penjara 2 tahun maksimal 10 
tahun jika pelakunya muslim dan sampai pada taraf penyebaran paham ideology kufr, dikenai status murtad 
dan dibunuh. Selengkapnya lihat Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad Daur, Nizâm al-‘UqubâtwaAhkâm al-
Bayyinâtfî al-Islâm, diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadhan, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian 
dalam Islam (Cet. 4; Bogor: PustaThariqul Izzah, 2011), h. 284. 
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mengembangkannya. Sebagai contoh, konsep diwân dalam pengelolaan baitul mal 18 
merupakan praktek yang diadopsi dari negeri Syam oleh khalifah Umar bin Khattab. Baitul 
mal kemudian menjadi wadah pengelolaan harta kekayaan Negara yang diatur bagian-
bagiannya: bagian pemasukan terdiri dari bagian fa’i, bagian pemilikan umum, dan bagian 
shadaqah; dan bagian belanja untuk keperluan operasional aparatur Negara, jihad, dan 
santunan bagi masyarakat.19 
Begitu juga mengenai manajemen dan administrasi perkantoran, departementasi 
atau pembentukan biro-biro dalam tubuh organisasi pelayanan rakyat, pengaturan dan 
pendataan kependudukan, pengaturan lalu lintas darat dengan mengambil lajur kiri atau 
kanan bagi pengendara, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, merupakan kebisaaan 
yang berbeda di berbagai tempat. Kesemuanya ini merupakan bentuk pengaturan teknis 
administratif yang boleh diadopsi oleh Negara dalam bentuk konstitusi ijrâ’iyah. 
Contoh lain dalam kehidupan keseharian, duduk bersila atau duduk dengan 
menggunakan kursi pada saat acara perjamuan (walîmah) pernikahan adalah budaya yang 
boleh untuk digunakan atau tidak tanpa halangan sedikitpun dalam syariat. Begitu juga 
teknik menghidangkan makanan dengan prasmanan merupakan budaya masyarakat tertentu 
yang tidak terlarang dalam Islam. Begitu juga dengan bentuk rumah, bangunan kantor, 
dekorasi, jenis-jenis seni dan hiburan yang ada pada masyarakat yang beragam adalah 
perkara yang boleh sepanjang tidak melanggar ketentuan Islam. Kesemuanya ini, sepanjang 
tidak terdapat pelanggaran syariat di dalamnya, dijamin oleh Negara untuk tetap eksis 
menjadi kebisaan dan kekayaan budaya masyarakat. 
 
Penutup  
Keragaman di tengah masyarakat, baik suku, etnis, bangsa, budaya, dan agama 
merupakan keniscayaan dalam kehidupan yang tidak bisa diingkari, tidak pula dapat 
dihilangkan atau disatukan. Keragaman merupakan potensi yang apabila dapat direkat 
                                                             
18 Bitul mal adalah institusi dan tempat penyimpanan dan  penyaluran harta yang merupakan 
pendapatan Negara. Lihat Adul Qadim Zalum, al-Amwâlfî Dawlah al-Khilâfah,d iterjemahkan Ahmad S., 
Sistem Kekuangan Negara Khilafah (Cet. 1; Jakarta: HTI-Pres, 2009), h. 17.  
19AdulQadimZalum, al-Amwâl …, h. 26-31. 
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sehingga bisa berjalan saling beriringan dapat menghadirkan keharmonisan hidup. Akan 
tetapi, jika potensi itu tidak berhasil direkat secara baik dapat menimbulkan keresahan dan 
konflik antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Karena itu mengelola keragaman 
diperlukan suatu aturan yang bersifat pasti, tidak berubah-ubah karena berubahnya tempat 
dan masa serta perkembangan teknologi, serta dapat menjamin terpenuhinya hak-hak 
semua individu dan kelompok dalam masyarakat secara wajar. 
Disharmonisasi bahkan konflik yang banyak terjadi dewasa ini, antarmasyarakat 
yang berbeda etnis, budaya atau agama, bahkan dalam sesama agama, terjadi akibat 
keragaman masyarakat tidak dikelola secara benar.  
Gagasan multikulturalisme dianggap sebagai gagasan universal yang mampu mengatasi 
kasus disharmonisasi itu dengan meletakkan keberagaman itu sebagai dasar pijak dalam 
mengeluarkan pandangan, keputusan dan aturan yang digunakan untuk mengatur 
masyarakat. Namun, gagasan itu tampaknya tidak akan mampu mengatasi problematika 
disharmoni yang semakin kompleks. Kegagalan gagasan itu karena hanya berpijak pada 
konsep-konsep keberagaman itu sendiri dan tidak berpijak pada landasan ideologis yang 
kokoh berdasarkan suatu akidah yang sahih. 
Disharmonisasi dan konflik yang terjadi bahkan di kalangan kaum muslimin sendiri 
bukan terjadi akibat Islam yang membawa kesempitan hidup, tetapi akibat umat Islam tidak 
menerapkan Islam secara benar dan konsisten. Aturan Islam yang mengatur keberagaman 
tidak terlaksana di tengah kaum muslimin. Kalaupun ada hanya pelaksanaan Islam 
sekenanya saja. Hasilnya pun sekenanya saja, bahkan dapat menghasilkan ketimpangan 
yang menimbulkan kesan Islam tidak mampu mengatasi persoalan multikultur yang terus 
berkembang sehingga perlu reinterpretasi ajaran-ajaran Islam.  
Islam sebagai agama sempurna mewadahi keragaman tersebut dengan pengaturan yang 
sempurna dan jika diterapakan secara sempurna akan menghasilkan keharmonisan dan 
kedamaian. Sungguh Islam telah memiliki seperangkat sistem yang tiada bandingnya 
karena berasal dari Yang Maha Mengetahui. Namun, seperangkat sistem itu tidak dapat 
terlaksana karena institusi pelaksananya tidak hadir di tengah umat. Ketika Rasulullah saw. 
dan para khulafaurrasyidin memimpin institusi Islam (daulah Islam/khilafah) itu, maka 
seluruh warga Negara yang jauh lebih multietnis, bangsa, dan agama daripada satu Negara 
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hari ini seperti Indonesia, semuanya dapat hidup rukun, harmonis dan penuh kedamaian. 
Kondisi itu bertahan belasan abad lamanya yang tidak ada sebuah pearadaban manusia 
yang sanggup bertahan melebihi peradaban Islam. Wallahu A’lam. 
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